GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

: a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan

pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah yang memenuhi prinsip transparansi dan
akuntabilitas perlu diatur pedoman tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Provinsi;

. bahwa berdasarkan Pasal 232 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah;



Mengingat

c 1.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah dan
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 81 Tahun 2008
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran
pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.
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Perangkat Daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, menerima dan yang mengeluarkan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah  pada pemerintah  daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.
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Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang
berada dalam pengawasannya

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 2

(1) Sistem Akuntansi pemerintah provinsi meliputi:

a) Sub sistem akuntansi satuan kerja;
b) Sub sistem akuntansi PPKD.

(2) Sistem Akuntansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
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Pasal 3

(1) Sub sistem akuntansi satuan kerja dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(2) Sub sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi di SKPKD.

Pasal 4

(1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan
bukti transaksi yang sah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis
sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

(3) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke
dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.

(4) Buku besar sebagaimana maksud pada ayat (3) ditutup dan diringkas pada setiap
akhir periode ke dalam neraca saldo.

(5) Berdasarkan neraca saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD dan
setiap satuan kerja menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5

(1) PPKD melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah provinsi.

(2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses konsolidasi
laporan keuangan satuan kerja dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan
keuangan pemerintah provinsi.

Pasal 6

Sistem dan prosedur akuntansi satuan kerja, sistem dan prosedur akuntansi PPKD
serta sistem dan prosedur konsolidasi laporan keuangan pemerintah provinsi
terdapat pada lampiran peraturan ini.
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BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap
berlaku.

Pasal 8

Semua ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan belum
diatur dalam Peraturan Gubernur ini, berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,
menyempurnakan dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan
sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk
kelancaran penerapan Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 30 November 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH,

ttd
SITUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

(

AMI H K. HADI



